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Abstrak
- byekhukum disam ing memberikan .o

'\ﬂomlifb’ga'w- - _ ping erikan konstrib ..
g pelbaga tindak pidana (corporate crime) yangrlm:Srifg?l:;ifrl;a da:iﬁ dang
g 08 O F.’Cdubd"rl‘('“mﬁ“ pertanggungjawaban kepada ko AT dan
gping pertangllrlg)a"”a an kepada person PClaku dalam kOI‘POrasi b rpora i tersebut
idana korupsi (TPK). Permasalahan yang (ila::lgi:: tlJ;%\a étllam
am

.| pelakukan ad;ilf;hdak P
eliian ini (1) Bagaimana bentuk pertanggunj .
7 menurut perundang-undangan yang bglfiaku %ﬁulr;ﬁwabgna pidana korporasi dalam
g | pidana korporasi yan ideal dal onesia?, (2) Bagaimana bentuk
s ke depannya 2. Penelitian bersifa g ideal dalam perundang-undangan korupsi
- il sepe ifat penelitian deskriptif, dengan m
padkaan) normatif lebih khususnya pendekatan Undang-Ul daga danenggunakan
.:uka hukum dengan melakukan pﬁrlafSiran terhad g-oncargcan by ndekatan
i Baban hukum _ ap ketentuan hukum korupsi di
vang digunakan bahan hukum baik pr orupsi di
s bk terter m Jalui stadi kepustaka im baik primer, sekunder maupun
i, Temuan penlician (1) B Elk an, yang .dllakukan analisanya dengan analisa
ta Undang-Undang Non o Peftanggung)awaban pidana korporasi pada TPK
ke s bmcz‘rfgi}urg 1999 yo 20 Tahun 2001 (UU TPK) sudah
bl ampai Pasal 20, cuma ada sanksl pldana-, perdata dan administradf terlihat dalam
g s s dalam Sk e Tahun
gmgumng; ﬁanca":dz:;mganan Perkara Tindak Pidana Oleﬁglzgrgpor:;m&; 3B’£ai)tl:1nk
%nesi ke depan e korporasi yang ideal dalam perundang- d wan korupsi
E?‘MTPK? def:{\;a, diharapkan lebih mampu untuk rEembuat jgerl;nkg?pg::asi (L)lrnutisl:
: an :
i ﬁhu;:fb ui revisi UU ’Irflpii(rl'l.perberat_ s;mksl yang sudah diatur Jalam UU TPK 1999 yo
- dari sebesar harta itu sendiri, pemberian uang pengganti dalam Pasal 18 ayat
e : yang diperoleh dari hasil korupst idealnya di bah sepertig
okt penurupan s rupsi idealnya diam sepertiga
"‘ﬂdirﬂqnnladl Penutupan se jalankan U§aha selama 1 rahun dalamn Pasal 18 ayat (1)
usaha b, lamanya dan tidak diizinkan untuk melanjutkan usaha atau

Ci: Pery :
nggungjawaban Pidana, Korporasi,

ENI)AHULUAN

Tindak Pidana Korupsi

kt\\la"t

Jiba Korporasi .

kew“iibai kan [anggpu;as‘_ sebagai subyek delik dimulai dengah pembcbanan
T g jawab pidana kepada Korporasi ata tidak dipcnuhinya

dJibaan
oleh pengurus. Dalam pcrkcmbangnnnya, S
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